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WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREFPARE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1T di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor
127);

6. Peraturan.. ..l .0



6.
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Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Parepare Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Parepare Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Menetapkan

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2.

Daerah adalah Kota Parepare.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Parepare.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan
Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah laporan
keuangan pemerintah daerah dalam bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan Kkeuangan selaku
entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
adalah uraian realisasi pelaksanaan APBD secara terinci
dalam bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah selama satu priode pelaporan.
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BABII

PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan arus kas;

laporan operasional;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

® oo TR

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar dan laporan
keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

a. pendapatan Rp834.229.377.632,63
b. belanja Rp842.982.523.233,22
surplus/defisit Rp(8.753.145.600,59)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp57.956.131.290,53
2. pengeluaran Rp8.015.857.030.,74
surplus/defisit Rp49.940.274.259,79

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp(25.947.758.816,16) dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp808.281.618.816,47
2. realisasi Rp834.229.377.632,63
selisih lebih /(kurang) Rp(25.947.758.816,16)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp15.239.226.873,78 dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran belanja
setelah perubahan Rp858.221.750.107,00
2. realisasi Rp842.982.523.233,22

selisih lebih /(kurang) Rp15.239.226.873,78

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp(41.186.985.680,94) dengan rincian
sebagai berikut:

1. surplus/defisit perubahan Rp(49.940.131.290,53)

2. realisasi Rp (8.753.145.600,59)
selisih lebih /(kurang) Rp(41.186.985.689,94)
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d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai

berikut:
1. anggaran penerimaan
perubahan pembiayaan
setelah Rp57.956.131.290,53
2. realisasi Rp57.956.131.290.53
selisih lebih/(kurang) Rp0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rpl142.969,26 dengan rincian
sebagai berikut:

1. anggaran Pengeluaran

Pembiayaan Rp8.016.000.000,00
2. realisasi Rp8.015.857.030.,74
selisih lebih/(kurang) Rp142.969,26

f. selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto
sejumlah Rp(142.969,26) dengan rincian sebagai
berikut:

- anggaran Pembiayaan
neto setelah Perubahan Rp49.940.131.290,53
- realisasi Rp49.940.274.259,79
selisih lebih /(kurang) Rp(142.969,26)

(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam :

a. Lampiran I.1: Ringkasan laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintah daerah
dan Organisasi.

b. Lampiran [.2 : Rincian Laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, pendapatan dan belanja
pembiayaan

c. Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program Dan Kegiatan

d. Lampiran [.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelola keuangan negara.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut:

a. jumlah Aset Rp2.172.128.990.606,18;
b. jumlah Kewajiban Rp39.567.200.587,15; dan
¢. jumlah ekuitas dana Rp2.132.561.790.019,03
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(2) Uraian neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
(1) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢, sampai dengan 31 Desember 2020
sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per
1 Januari Tahun 2020 RpS57.976.003.050,53;
b. arus kas bersih

dari aktivitas operasi Rp156.599.896.854,41;
c¢. arus kas dari

aktivitas investasi Rp(170.603.042.455,00);
d. arus kas dari

aktivitas Pendanaan Rp(2.765.857.030,74);
e. arus kas dari

aktivitas transitoris Rp(18.376.751,00); dan

f. saldo akhirkas per
31 Desember Tahun 2020 Rp41.188.619.616,20

(2) Uraian laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
(1) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut :
a. pendapatan operasional Rp826.623.278.679,09;
b. beban operasi Rp789.321.612.339,46;

c. surplus/defisit dari dan

kegiatan non operasional Rp(2.816.889.621,51); dan
d. surplus defisit

laporan operasional Rp34.484.776.718,12.

(2) Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp57.956.131.290,53;
b. penggunaansaldosebagai
penerimaan pembiayaan

tahun berjalan Rp57.956.131.290,53;
c. selisih lebih pembiayaan
anggaran (silpa) Rp41.187.128.659,20;

d. koreksi kesalahan
pembukuan tahun

sebelumnya Rp0,00;
e. lain-lain Rp0,00;
dan

f. saldo anggaran lebih akhir Rp41.187.128.659,20.
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Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

a. ekuitas awal Rp2.124.562.657.443,95;
b. surplus defisit laporan
operasional Rp34.484.776.718,12;

c. dampak kumulatif
perubahan kebijakan/

kesalahan mendasar Rp(26.485.644.143,04);
dan
d. ekuitas akhir Rp2.132.561.790.019,03.

Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos laporan keuangan.

Uraian catatan atas laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari :

a.

(1)

)

laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini; dan

Ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik
daerah/perusahaan daerah diuraikan dalam catatan
atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dituangkan dalam penjabaran
pertanggunjawaban pelaksanaan APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Juli 2021

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
a tanggal 30 Juli 2021

K RIS DAERAH KOTA PAREPARE,

.-‘_-—
IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 3

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.0U3.087.21




PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM
Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk
pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan
Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk
laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud
dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan
pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh)
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu,
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh
Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi
berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini
merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah
karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah

Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
a. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan




Pasal 3

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal
tanggal tertentu. Yang dimaksud posisi keuangan adalah posisi aset,
kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas Pemerintah Daerah
selama periode tertentu.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan kegiatan
operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan surplus
defisit/defisit disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan
yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA/Koreksi, dan SAL akhir.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah selisih antara aset lancar dengan
kewajiban jangka pendek.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, dan
LAK. Dalam rangka pengungkapan yang memudahi.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan Dbersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah

Daerah  yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- Penerimaan Daerah adalah wuang yang masuk ke Kkas

Daerah.

- Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

Daerah




Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

a. Laporan kinerja adalah ikthiar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

b. Ikthisar laporan Keuangan adalah penyajian laporan keuangan
Pemerintah  Daerah oleh entitas pelaporan  sebagai  hasil
konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akuntansi.

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 150




LAMPIRAN L.1 ;: PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR
TANGGAL

.30

3 TAHUN 2021

JULI 2021

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Hal 1-15
ANGGARAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE URAIAN SETELAH REALISAST Jumiah
PERUBAHIAN (Rp) s
1 4 1 ]
1.01. PENDIDIKAN - - - -
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - -
__1.01.01-. P PENDAPATAN 32.000.00(;.;];) 18.848.684.000,00 (]B.BIG.GM.UOU,Uﬁ) EB.BBQ,T3
. 1.01.01. = BELANIA 202.582.029.914,00 143, 309696, 226,00 §.272.333.688,00 95,42
1.01.01. Belanja Pegawai : 159,520,618.190,00 153.613496.169,0C 5.907.122.022,00 95,29
1.01.01. s Belanja Barang dan Jasa == 21.170,381.962,00 = ;.EDG.HB,EBQ.OC 2.564.1_3_2;?_3,00 B7 88
L0101, : Belanja Modal = 21;891,[]29.]‘62,00 20.640.749.768,00 1.050.279.394,00 95,?
1.01.01. Belanja Hibah : - 249,201.C00,00 (245.201.000,00)
1.02 mssﬁnun - - - -
1.02.01. DINAS KESEHATAN - - -
10201 - .PEM)ﬁPATAI'd 5 12,191.679.114,0C 3.83.9-.401.133,.?4 3.292.277.930,26 72,93
1.0201. EELANIA 97,479 381.969,00 o B2.877.374.254.25 14.602.007.714,75 85,02
10201 Eeimja- ;'egawa = 31,282 785.000,00 2;.1[]1.0?6.8?5,00 1.181,709.125,00 = 96,09

=
L4
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Hal 15-15

ANGGARAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE URAIA SETELAH REALISASI Jumiah
" PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 L] 5
5.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA - = -
5.01.02. EEU‘N.]J‘. : 52.99].?60.265,00__ 48./32./83.6/75,00 4.258.975.592,01 91,96
| son2 : -E_ela_nja Pegewai B 1.1.082.365.030,00 B! 3 10.62;;31.635.00 .:1_5;;:-33.315,03 95,87
5.01.02 BEIanja.BErang dan Jasa 36 66(.262,320,00 - 33.532.571.723,00 3 2.727.690.5¢7,00 92,-55_
5.01.02. Belanja Modal - 5.24¢5,132.945,00 4.088.915.785,00 1.160.217.1€0,00 77,89 |
__5_'3_1_(:2 3 éa'jﬂ Hiban = = : = 86.614 480,00 (;6_11.4&),00] i =
5.02. SEKRETARIAT DPRD = ® s o e
5.02.01. SEKRETARIAT DPRD = L -
5.02.01. BZLANIA 43.583.229.45'.},[;! 38.56?.5.:31,?21,00 5.080,697.729,00 88,34
5.02.01, Belanja Pegal.ual 14.4;2.38}‘.?1]0,00 12.129.700.688,00 2272,68?.612,{]0 M,ZZ“
5.02.01, Belan‘ja Barang dan Jasa 27.501.317.900,00 _ 25.104.493.133,00 2.396.824.767,00 91,?
5.02.01. Belanja Modz! = = _1_.6[14.523.850,00 = 1,273.337.900,00 41.,185.950,00 7559
TAUFAN PAWE




LAMPIRAN 1.2 : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PARE PARE

NOMOR
TANGGAL

i3

3V

TAHUN 2u21
it 51

SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2019

Dalam Rupiah
kode Jumiah Realisasi % Realisasi
Rekening Urnkan Anggaran 2020 2019
7 2 3 4 5 6
h i PENDAPATAN - LRA 32.000.000,00 18.848.684.000,00 58.902,14 18.343.050.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.000.000,00 32.350.000,00 101,09 32.890.000,00
_(PAD) - LRA e . %
1.12. Pendapatan Retribusi Daerah - 32.000.000,00) 32,350,000,00 101,09 32.890.000,00
LRA
1.12.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan 32.000.000,00 32.350.000,00 101,09 32.890.000,00
Rl Daerah - LRA i i
1.1.2.15.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan 32.000.000,00 32,350.000,00 101,09 32.890.000,00 |
Daerah. |
1.3, LATN-LATN PENDAPATAN - 18.816.334.000,00 i 18.310.160.000,00
DAERAH YANG SAH - LRA
{I"l')l 13.1. Pendapatan Hibah - LRA 4 18.816.334.000,00 % 18.310.160.000,00
1.3.1.01. Pendapatan Hibah dari - 18.816.334,000,00 5 18.310.160.000,00
| Pemerintah - LRA
1.3.1,01.02. Pendapatan Hibah Bantuan e 18.816.334.000,00 ; 18.310.160.000,00
Il Operesional Sekolah (BOS) S it
2 BELANJA 202.582.029.914,00 193.309.696.226,00 95,42 200.561.593.201,00
2.1 BELANJA OPERASI 180.691.000.152,00| 172.468.946.458,00 05,45 184.730.168.763,00
Blay Belanja Pegawai 156.885.817.177,00 151.973.615.819,00 96,87 159.071.370.351,00
2.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 107.388.318.177,00 103.922.137.972,00 96,77 107.588.668.151,00
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang 88.144.833.177,00 8521494296000 9ses|  87.961.282.852,00
Representasi et 1 e A )
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 7.161.077.000,00) 6.985.247.113,00 97,50 7.281.848.114,00
2.1.1.0L.03. Tunjangan Jabatan 137.330.000,00 133.670.000,00 97,33 221.940.000,00
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 6.819.029.000,00 6.618.061.100,00 97,05 7.107.574.000,00
2.1.1,01.05. Tunjangan Fungsional Umum 886.274.000,00 872.599.000,00 98,46 727.732.000,00 |
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 3.728.494.000,00 3.594.019.470,00 96,39 3.753.656.180,00 |
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan 507.204.000,00 502.562.323,00 99,08  533.563.808,00 |
— _— mm — e ARSI ERIEURRNE S LTI
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.077.000,00 1.036.006,00 96,19 1.070.897,00
211620 Belanja Tambahan Penghasilan | 49.497.499.000,00) 48.051.477.847,00 97,08 | 51.482.702.200,00
PNS
2.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Guru 47.538.979.000,00 46.679.137.847,00 98,19 50.044,252.200,00
2.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru 591.000.000,00  591.000.000,00| 100,00 627.500.000,00
2.1.1.02.08. Uang Makan ASN 1.367.520.000,00 ~ 781.340.000,00 57,14 810.950.000,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 23.805.182.975,00 20.246.129.639,00 gs05]  25.419.253.412,00
2.1.2,01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.895.128.547,00) 4,567.059.464,00 7747 9.282,821.062,00
2.1.2.01.0L Belanja alat tulis kantor 1.860.535.283,00) 1.409.070.055,00 B 1.979.817.526,00
2.1.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( 178.062.280,00) 148.225.960,00 83,24 46.877.300,00
lampu pijar, battery kering) |}
2.1.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 86.108.000,00] 75.382.900,00 87,54 55.646.900,00
benda pos lainnya IR
2.1.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan 483.074.717,00) 498.009.007,00 103,09 195.068.294,00
bahan pembersih 1
2.1.2.01.08. Balanja pengisian tabung gas - 2 £ 2.522.500,00
2.1.2.01.09. Belanja Cui Cetak Film, Kaset 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 5.650.000,00
Elan Videu L] T t
2.1.2.01.10. Belanja Bahan Praktek dan 8.070.500,00 8.070.500,00 100,00 46.000.500,00
Pelatihan _
2.1.2.01.11. Belanja Spanduk dan 86.453.595,00 56.211.630,00 65,02 10.683.000,00
Umbul-Umbul
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Dalam Rupiah

kode Jumlah Reallsasi % Realis
Rekening Uraian Anggaran 2020 asi
2018
2 3 4 5 6
ik
2.2.3.02. Belanja modal Pengadaan 819.000.000,00 459.734.900,00 56,13 220.303,250,00
Bangunan Gedung Tempat
Tinggal el R svaaet) S Wi il i
2230200, | Belanja Modal Pengadaan §19.000.000,00 459.734.900,00 56,13 220.303.250,00
Konstruksi/Pembelian Rumah
___ | Jabatan | | NS - A -
2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 4.950.000,00 =
Jaringan ]
2.2.4.04 Belanja modal Pengadaan 4.950.000,00 - :
Bangunan Air Pasang Surut -
2.2.4.04.08 Belanja Modal Pengadaan 4.950.000,00 : ;
Pemhangunan
Turap/Talud/Bronjong .
2,25 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 48.812,500,00 57,63 il
22504 | Belanja modal Pengadaan Barang 50.000.000,00 48.812.500,00 97,63
Bercorak Kebudayaan : i
2.2.5.04.08 Belanja modal Pengadaan Barang 50,000.000,00 48.812.500,00 97,63
Kerajinan . 7 i (Ll
I TOTAL BELANJA DAN. 43.588.229.450,00 38.507.531.721,00 88,34 37.838.597.197,00
TRANSFER :
‘]«“l[b I SURPLUS/(DEFISIT) {43.588.229.450,00]} (38.507.531.721,00) 88,34 (37.838.597.197,00)

TR R Rt R L R R R R R e e R At e bR A i R e i it e i et i e e e it e v L
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PEMERINTAH KOTA PARE PARE
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
' ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

LAMPIRANI.3

NOMOR
TANGGAL

e

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
. 3 TrH
JULI 20621

2u21

perundang-undangan

TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman 1 dari 206
Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/
Uralan Urusan, {Berkurang)
Kode Organisasl, Program
dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja
Jumiah Jumiah (Rp) Yo
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 2 3 4 5 6=3+445 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
314 URUSAN WAJIB PELAYANAN 9170.871.013,00 177.952.161.017,00 108.990.865.322,000  296.113.897.352,00 6.730.291.173,00 173911.137.421,24| 139.386.229.660,00 320.077.658.254,24 (23 963.760.902,24)] 108,09
DASAR 3 :
1.01. PENDIDIKAN 2.580.351.013,00 21,004.831.952,00 18.391.029,762,00 41.976.212.737,00 1.586.380.350,00 18441.462.739,00 17.870.155.768,00 37.897.998.907,00 4.078.213,830,00 €0,28
1.01.1.01.01. DINAS PENCIDIKAM DAN 2.580.351.013,00 21.004.831.952,00 18.391.029,762,00 41,676.212,737,00 1.586.380.350,00 18.441.462.789,00 17.870.155.768,00 37.897.998.907,00 4,078.213.830,00 90,28
KEBUDAYAAN ] _
1,01.1.01.01. P-ogram Pelayanan 33€.400.000,00 1.124.702.500,00 1.461,102,500,00 307.050.000,00 1.089,854.942,00 1.396.904.942,00 64,197.558,00 95,61
01, E Administrasi Perkartoran = = 5 == s
1,01.1.01.01. Penyediaan jasa surat 120.000.000,00 - 120.000,000,00 - 119.999.800,00 119,999,800,00 200,00 | 100,00
01.001. menyurat -
1.01.1.01.01. | Penyediaan jasa komunikasi, = 240.000.000,00 - 240.000.00C,00 216.233.063,00 - 216.233.063,00 23.766.937,00 | 93,10
01.002. sumber caya air dan listrik = = = i
1.01.1.01.01. Penyediaan jasa - 25.000.000,00 25.000.000,00 24,982,000,00 & 24.982.000,00 18.000,00 99,93
01006, pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional : : ] | 3 E =
101.1.01.01. Penyediaan jasa administrasi 336.400.000,00 1,702.500,C0 = 338.102.500,00 307.050.000,00 1.702.100,00 308.752.100,00 29.350.400,00 91,32
01.007. keuangan - = s | . —
101.1.01.01. | Penyediaan jasa kebers han - 124,260.000,00 - 124.260.000,00 116.663.000,00 - 116.663.000,00 7.597.000,00] 93,89
0L 0GB, kantor
1.01.1.01.01, Penyediaan komponen 25,000.000,00 25.000.000,00 25,000.000,00 - 25.000,000,00 100,00 |
01.012, instalasi listrik/pene-angan
bangunan kantor = ! :
1.01.1.01.01, Penyediaan bahan tacaan - 75.000.000,00 = 75.000.200,00 - 74.980.000,00 74.980.000,00 20.000,00 99,97
01.015. dan peraturan

S51PKD
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Halarman 206 dari 206

%

WALIKOTAE

Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah/
Uraian Urusan, (Berkurang)
Kode Organisasi, Program
dan Kegiatan Jenis Belanja Jenis Belanja
Jumlah Jumlah {Rp) Y%
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
i 2 3 4 5 6=34+445 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
Jumlah 26.379.139.213,00 331.503.426 471,00 142.706.494.342,00 500,689.06C.026,00 22/650.274,173,00] 308.055.971.7€5,24| 163.584.127.455,00] 496.230.273.413,24 75,27
'AREPARE




LAMPIRAN 1.4

NOMOR
LANCGAL

o4

3

: PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

TAHUN 2021

A0 JULT 20621

PEMERINTAH KOTA PARE PARE

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1 dari 2

BERTAMBAH /
ANGGARAN (BERKURANG)
KODE URAIAN SETELAH REALISASI %
Jumlah
PERUBAHAN (Rp)
1 2 3 4 5=4-3 6
01. PELAYANAN UMUM 122,981.619.674,00 111.573.249.684,00 (11.408.399.990,00) 90,72
01.2.10. KOMUNIKASI DAN 5.311.626.000,00 5.034.508.136,00 (277.117.864,00) 94,78
INFORMATIKA
01.2.14. STATISTIK 94.324.000,00 94.316.500,00 (7.500,00) 99,991
01.2.15, PERSANDIAN 20.000.000,00 19.093.500,00 (906.500,00) 95,47
01.2.18. KEARSIPAN 110.750.000,00 110.568.956,00 (181.044,00) 99,84
01.4.01. PERENCANAAN 4.219.081.500,00 3.750.773.105,00 (468.308.395,00) 88,90
01.4.02. KEUANGAN 22.329.880.064,00 19.892.438.616,00 (2.437.441.448,00) 89,08
01.4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 3.875.965.400,00 3.628.717.645,00 (247.247.755,00) 93,62
DAN PELATIHAN
01.4.06. PENGAWASAN 1.628.508.000,00 1.384.710.726,00 (243.797.274,00) 85,03L
01.4.08. KEWILAYAHAN 9.216.212.695,00 8.863.836.479,00 (352.376.216,00) 96,18
01.5.01. SEKRETARIAT DAERAH 45.052.850.265,00 40.598.360.606,00 (4.454.489.659,00) 00,11
01.5.02. SEKRETARIAT DPRD 31.122.451.750,00 28.195.925.415,00 (2.926.526.335,00) 90,60
02, KETERTIBAN DAN 10.418.930.206,00 9.694.543.328,00 (724.386.878,00) 93,05
KETENTRAMAN
02.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN 9.179.730.206,00 8.504.058.140,00 (675.672.066,00) 92,64
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
02.4.10. KESATUUAN BANGSA DAN 1.239.200.000,00 1.190.485.188,00 (48.714.812,00) 96,07
POLTTIK DALAM NEGERI
03. EKONOMI 32.629.709.658,00 24.434.596,764,00 (8.195.112.894,00) 74,88
03.2.01. TENAGA KERJA 1.292.253.500,00 1.160.543.954,00 (131.709.546,00) 89,81
03.2.03. PANGAN 996.833.719,00 962.142.109,00 (34.691.610,00) 96,52
03.2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15.771.230.950,00 11.196,927.693,00 (4.574.303.257,00), 71,00
DAN DESA
03.2.08. PERHUBUNGAN 2.469.574.100,00 2.373.141.194,00 (96.432.906,00) 96,10
03.2.11, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 1.127.908.000,00 580.319.500,00 (547.588.500,00) 51,45
MENENGAH
03.2.12. PENANAMAN MODAL 1.921.850.000,00 1.736.659.154,00 (185.190.846,00) 90,36
03.3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.003.671.850,00 599.758.750,00 (1.403.913.100,00) 29,93
03.3.03. PERTANIAN 2.791.281,539,00 1.978.043.071,00 (813.238.468,00) 70,87
03.3.06. PERDAGANGAN 3.908.556.000,00 3.710.722.939,00 (197.833.061,00) 94,04
03.3.07. PERINDUSTRIAN 346.550.000,00 136.338.400,00 (210.211.600,00) 39,34
04. LINGKUNGAN HIDUP 22,532.236.225,00 16.772.065.337,00 (5.760.170.888,00) 74,44
04.2.04. PERTANAHAN 4.680.000.000,00 529.021.300,00 (4.150.978.700,00) 11,30
04.2.05. LINGKUNGAN HIDUP 17.852.236.225,00 16.243.044.037,00 (1.609.192.18%,00) 90,99
0s. PERUMAHAN DAN FASILITAS 72.003.931.426,00 58.956.369.831,99 (13.047.561.594,01) 81,88
UMuUM




Halaman 2 dari 2

BERTAMBAH /
ANGGARAN (BERKURANG) i
KODE URAIAN REALISASI
SETELAH Jumiah
PERUBAHAN (Rp)
1 2 3 4 5=4-3 6

05.1.03. PEKERJAAN UMUM DAN 56.847.046.851,00 46.791.047.320,00 (10.055.999.531,00) 82,31

PENATAAN RUANG
05.1.04, PERUMAHAN RAKYAT DAN 15.156.884.575,00 12.165.322.511,99| (2.991.562.063,01) 80,26

KAWASAN PERMUKIMAN
06. KESEHATAN 168.267.430.663,00 215.573.687.904,25 47.306.257.241,25 | 128,11
06.1.02, KESEHATAN 163.777.499.663,00 212.012.995.069,25 48.235.495.406,25 | 129,45
06.2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK 4.489.931.000,00 3.560.692.835,00 (929.238.165,00) 79,30

DAN KELUARGA BERENCANA
07. PARIWISATA DAN BUDAYA 8.542.870.000,00 7.359.539.400,00 (1.183.330.600,00) 86,15
07.2.16. KEBUDAYAAN 3.720.000.000,00 3.188.880.500,00 (531.119.500,00) 85,72
07.3.02. PARIWISATA 4.822.870.000,00 4.170.658.900,00 (652.211.100,00) 86,48
08. PENDIDIKAN 49.544.678.987,00 44.926.480.270,00 (4.618.198.717,00) 90,68]
08.1.01. PENDIDIKAN 41.976.212.737,00 37.897.998.907,00 (4.078.213.830,00) 90,28
08.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.902.724.000,00 5.556.368.179,00 (316.355.821,00) 04,13
08.2.17. PERPUSTAKAAN 1.213.092.250,00 1.137.994.068,00 (75.098.182,00) 93,81
08.4.05. PENELITIAN DAN 452.650.000,00 334.119.116,00 (118.530.884,00) 73,81

PENGEMBANGAN
09. PERLINDUNGAN SOSTAL 13.767.623.187,00 7.039.740.894,00 (6.727.882.293,00) 51,13
09.1.06. SOSIAL 9.176.523.320,00 2.706.236.306,00 (6.470.287.014,00) 29,49
09.2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2,310.299.400,00 2.157.434.079,00 (152.865.321,00) 93,38

DAN PERLINDUNGAN ANAK
09.2.06. ADMINISTRASI 2.280.800.467,00 2.176.070.509,00 (104.729.958,00) 95,41

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

JUMLAH 500.689.060.026,00 | 496.330.273.413,24 (4.358.786.612,76)




